
 

BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang 
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja, dan keadaan 

yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 

 
 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5717); 

 
 

 
 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5655); 

29. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016              

Nomor 253); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah,  terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
 

 
 

 
 



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2014                 
Nomor 1744)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2017                 
Nomor 198); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017  tentang  

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1221); 

39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13); 
 

 
 



40. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016                
Nomor 12); 

 
  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG 

dan 

BUPATI SUMEDANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

  Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang. 
2. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran 
yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana 
kerja dan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah. 

11. Dokumen   Pelaksanaan   Perubahan   Anggaran   SKPD   yang 
selanjutnya   disingkat   DPPA-SKPD   adalah   dokumen   yang 
memuat perubahan  pendapatan dan belanja yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 



13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 

yangberupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/jasa. 

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 
15. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana 
transfer khusus. 

16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah 

dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan 

belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 
21. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

24. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

25. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

 
 



27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali. 

28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atauakibat 
lainnya yang sah. 

29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah. 
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan 

kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan 
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah 
Daerah. 

32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial 
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

33. Tahun Anggaran 2017 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung 
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember 2017. 

 
Pasal 2 

 
APBD Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai 

berikut: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pasal 2 
 

a.

1. Rp. 2.401.771.605.154,48    

2. Rp. 314.350.796.928,59       

    jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 2.716.122.402.083,07     

b.

1. Rp. 2.405.458.790.523,33    

2. Rp. 323.962.117.659,59       

    jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 2.729.420.908.182,92     

Rp. (13.298.506.099,85)         

c.

1.

a) semula Rp. 9.087.185.368,85           

b) Rp. 13.434.627.063,00         

Rp. 22.521.812.431,85          

2.

a) semula Rp. 5.400.000.000,00           

b) Rp. 3.823.306.332,00           

Rp. 9.223.306.332,00            

13.298.506.099,85          

Rp. 0,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  setelah 

perubahan

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

bertambah/(berkurang)

bertambah/(berkurang)

semula

Penerimaan Daerah

semula

bertambah/(berkurang)

 Surplus/(Defisit)

jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan

Pembiayaan Daerah

   jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah perubahan

bertambah/(berkurang)

Pengeluaran Daerah

    jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan



Pasal 3 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. pendapatan asli Daerah 

1. semula Rp.

2. bertambah/(berkurang) Rp.

jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp. 523.547.667.603,07          

b.

1. semula Rp. 1.707.369.180.000,00        

2. bertambah/(berkurang) Rp. (23.954.215.372,00)            

jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.683.414.964.628,00       

c.

1. semula Rp. 333.240.645.306,00           

2. bertambah/(berkurang) Rp. 175.919.124.546,00           

Rp. 509.159.769.852,00          

(2)

a. hasil pajak Daerah

1. semula Rp. 124.006.704.058,00           

2. bertambah/(berkurang) Rp. 19.371.470.291,00             

jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp. 143.378.174.349,00          

b. hasil retribusi Daerah

1. semula Rp. 18.288.165.547,48             

2. bertambah/(berkurang) Rp. 213.248.169,60                  

jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 18.501.413.717,08            

c.

1. semula Rp. 6.797.372.174,00               

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.395.623.034,00               

Rp. 8.192.995.208,00              

d.

1. semula Rp. 212.069.538.069,00           

2. bertambah/(berkurang) Rp. 141.405.546.259,99           

Rp. 353.475.084.328,99          

(3)

a. DBH pajak/DBH bukan pajak

1. semula Rp. 112.977.335.000,00           

2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.444.938.628,00               

Rp. 116.422.273.628,00          

b. DAU

1. semula Rp. 1.138.929.785.000,00        

2. bertambah/(berkurang) Rp. (19.731.181.000,00)            

jumlah DAU setelah perubahan Rp. 1.119.198.604.000,00       

c. DAK

1. semula Rp. 455.462.060.000,00           

2. bertambah/(berkurang) Rp. (7.667.973.000,00)              

jumlah DAK setelah perubahan Rp. 447.794.087.000,00          

(4)

a. Hibah

jumlah DBH Pajak/DBH bukan pajak setelah perubahan

lain -lain pendapatan asli Daerah yang sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari

jenis pendapatan:

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

361.161.779.848,48                  

162.385.887.754,59                  

jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah 

perubahan

jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

jumlah lain -lain pendapatan Daerah yang sah setelah 

Perubahan

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dana Perimbangan

lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

 



(4)

a. pendapatan hibah

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 34.473.960.000,00

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 34.473.960.000,00          

b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Lainnya

1. semula Rp. 115.971.662.306,00         

2. bertambah/(berkurang) Rp. 9.203.164.546,00             

Rp. 125.174.826.852,00        

Lain -lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari

jenis pendapatan:

jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 

daerah lainnya setelah perubahan
 

c. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 132.242.000.000,00          

Rp. 132.242.000.000,00          

d. bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah 

1. semula Rp. 115.971.662.306,00          

2. bertambah/(berkurang) Rp. 9.203.164.546,00              

Rp. 125.174.826.852,00          

e. Dana Desa 

1. semula Rp. 217.268.983.000,00          

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Rp. 217.268.983.000,00          

jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah 

daerah lainnya setelah perubahan

jumlah bagi hasil  bukan pajak dari provinsi atau pemerintah 

setelah perubahan

jumlah bantuan Dana Desa setelah perubahan
 

 

Pasal 4 

(1)

a.

1. semula Rp. 1.553.963.162.289,68    

2. Rp. 25.398.974.359,49         

  jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.579.362.136.649,17     

b.

1. semula Rp. 851.495.628.233,65       

2. Rp. 298.563.143.300,10       

  jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.150.058.771.533,75     

(2)

a.

1. semula Rp. 1.155.276.780.072,68    

2. Rp. 26.083.981.509,49         

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.181.360.761.582,17     

b. 

1. semula Rp. 33.382.088.900,00

2. Rp. 2.000.000.000,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 35.382.088.900,00          

c.

1. semula Rp. 1.500.000.000,00           

2. Rp. 209.226.000,00              

jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.709.226.000,00            

belanja bantuan sosial

bertambah/(berkurang)

belanja hibah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

belanja tidak langsung

bertambah/(berkurang)

belanja langsung

bertambah/(berkurang)

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

belanja pegawai

bertambah/(berkurang)

bertambah/(berkurang)

 



d.

1. semula Rp. 14.229.486.000,00        

2. Rp. 0,00

Rp. 14.229.486.000,00          

e.

1. semula Rp. 346.405.574.167,00      

2. Rp. (150.000.000,00)            

Rp. 346.255.574.167,00        

f.

1. semula Rp. 3.169.233.150,00          

2. Rp. (2.744.233.150,00)         

Rp. 425.000.000,00               

belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

pemerintah desa

bertambah/(berkurang)

bertambah/(berkurang)

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

bertambah/(berkurang)

jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota 

dan  desa setelah perubahan

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ 

kota dan desa dan partai politik

belanja tidak terduga

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ 

kota dan  desa dan partai politik setelah perubahan

 
 

(3)

a.

1. semula Rp. 61.547.041.336,00       

2. Rp. 21.543.524.500,00       

jumlah belanja belanja pegawai setelah perubahan Rp. 83.090.565.836,00         

b.

1. semula Rp. 400.458.338.616,65     

2. Rp. 147.975.714.358,60     

Rp. 548.434.052.975,25       

c.

1. semula Rp. 389.490.248.281,00     

2. Rp. 129.043.904.441,50     

jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 518.534.152.722,50       

belanja modal

bertambah/(berkurang)

belanja pegawai

bertambah/(berkurang)

belanja  barang dan jasa

bertambah/(berkurang)

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

 
 

Pasal 5 

(1)

a.

1. semula Rp. 9.087.185.368,85         

2. Rp. 13.434.627.063,00       

jumlah penerimaan  setelah perubahan Rp. 22.521.812.431,85           

b.

1. semula Rp. 5.400.000.000,00         

2. Rp. 3.823.306.332,00         

jumlah pengeluaran  setelah perubahan Rp. 9.223.306.332,00            

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

penerimaan 

bertambah/(berkurang)

pengeluaran 

bertambah/(berkurang)

 



(2)

a.

1. semula Rp. 9.087.185.368,85          

2. Rp. 13.434.627.063,00        

Rp. 22.521.812.431,85        

b.

1. semula Rp. 0,00

2. Rp. 0,00

Rp. 0,00

c.

1. semula Rp. 0,00

2. Rp. 0,00

Rp. 0,00

bertambah/(berkurang)

jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

setelah perubahan

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

hasil penjualan kekayaan Daerah  yang dipisahkan 

pencairan Dana Candangan 

jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

jumlah pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

bertambah/(berkurang)

bertambah/(berkurang)

 
(3)

a.

1. semula Rp. 0,00

2. Rp. 0,00

Rp. 0,00

b.

1. semula Rp. 3.800.000.000,00          

2. Rp. 3.823.306.332,00

Rp. 7.623.306.332,00          

c.

1. Semula Rp. 1.600.000.000,00          

2. Rp. 0,00

Rp. 1.600.000.000,00          

d.

1. semula Rp. 0,00

2. Rp. 0,00

Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

pembentukan Dana Cadangan 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi) 

Pembayaran Pokok Utang

pemberian pinjaman Daerah 

jumlah pembentukan Dana Cadangan  Setelah Perubahan

Jumlah Pembayaraan Pokok Utang Setelah Perubahan

bertambah/(berkurang)

jumlah pemberian pinjaman  Daerah setelah perubahan

Bertambah/(Berkurang)

bertambah/(berkurang)

bertambah/(berkurang)

jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi) 

setelah perubahan

 
Pasal 6 

(1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi  secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 



(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak.  

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) mencakup: 

a. program dan Kegiatan  pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan 

tanggap darurat bencana. 
(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. 

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, 

pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan 
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta 

tempat hunian sementara. 
 

Pasal 7 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 8 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan. 
 

 
 

 

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III  Rincian  Perubahan   APBD     menurut   Urusan    
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah,  Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per 
Jabatan; 

g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 
yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran ini; dan 

h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. 



Pasal 9 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

 
 

     Ditetapkan di Sumedang, 
     pada tanggal 2 November 2017  

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

 
EKA SETIAWAN 

 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 2 November 2017 

          
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 
  

 
LEMBARAN DARAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 6 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT 

(6/234/2017) 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 
UJANG SUTISNA 

NIP. 19730906 199303 1 001 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 


